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masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain 

dan kepada mediator.” Kata “dapat” dalam pasal 13 ayat (1) 

mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak. 

Menurut Takdir Rahmadi, tujuan penyiapan dan penyerahan 

resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan 

mediator dalam memahami posisi para pihak, serta pokok masalah 

sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat hemat 

waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.98 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis tentang peranan mediator hakim 

dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten 

Kupang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan yang 

dijalankan oleh mediator dilakukan berdasarkan pada pengetahuan dan 

pengalaman mediator. Hal itu dilandaskan pada Pasal 15 Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator.  

Melalui analisis yang penulis dapatkan, di Pengadilan Negeri 

Oelamasi Kupang, Dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan 

mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk menyepakati jadwal 

mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung 
                                                             
98 Takdir Rahmadi, Op. Cit. hlm. 184 
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berperan dalam proses mediasi, ada 3 perkara di mana hakim mediator 

menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang 

yang dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator 

memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan 

kemungkinan akan gagalnya proses mediasi jika tidak ada keterlibatan 

dari para pihak. Dalam 4 segketa yang dimediasi, mediator hakim tidak 

melakukan kaukus. Dalam hal mendorong para pihak untuk menelusuri 

dan menggali kepentingan mereka, dan mencari berbagai pilihan 

penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, mediator hakim memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk membuat resume mediasi. Terdapat 

perbedaan pendapat para mediator hakim mengenai cara mendorong 

para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi yakni 

Maria Ginting, SH, MKn, dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan 

kepada para pihak tentang pengertian dan prosedur mediasi yang akan 

ditempuh.Sementara itu, mediator hakim, Eka Ratna Widiastuti, SH., 

Mhum,dalam menjalankan tugasnya, memberitahu para pihak bahwa 

semua bentuk penyelesaian/keputusan yang diambil dalam proses 

mediasi memerlukan persetujuan dari para pihak. 

Hal ini merupakan kelemahan bagi mediator hakim dalam  

menjalankan perannya yang dapat penulis rangkum sebagai berikut. 

1. Ketiadaan rincian yang jelas tentang tugas mediator dalam pasal 15 

Perma No. 1 Tahun 2008 dipandang sebagai kelemahan mediasi adalah 

karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi mediator dan para 

pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para 
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pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis 

permasalahannya. 

2. Selain itu disebut sebagai kelemahan karena rincian dalam tugas yang 

tidak pasti memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. 

Dibuktikan dengan perbedaan pemikiran antara mediator hakim yang 

satu dengan yang lain dalam menjalankan perannya. 

 

 

B. SARAN 

1. Mediator juga perlu mempelajari lebih dalam dan mentaati kode etik 

profesi atau seperangkat aturan perilaku bagi para mediator untuk 

menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. 

2. Diperlukan adanya sertifikat bagi hakim yang menjalankan fungsi 

mediator, sekalipun di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2008 tidak mewajibkan seorang mediator hakim harus memiliki sertifikat 

untuk menjalankan perannya, namun untuk mendorong kualitas jasa 

mediasi, sertifikat diperlukan sebagai bukti formal tertulis bahwa mediator 

telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. 
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